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Tutupi Defisit Rp 31 Miliar

Dewan dan Pemkab Bingung Cari Dana

Tabandn (Bali Post) -

APBD Tabanan tahun 2018 te

'l‘ah ‘erjalan sampai

Juli. Hingga pertengahan tahun anggaran, APBD Ta-
banan sudah mengalami defisit sebesar Rp 41 miliar
akibat turunnya potensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Dari jumlah tersebut, baru bisa ditutupi dana
dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp
10 miliar, sehingga masih ada defisit Rp 31 miliar.
Masalah ini membuat dewan dan eksekutif yang
tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) bingung mencari dana untuk menutupi de-

fisit tersebut.

Munculnya defisit terung-
kap dalam rapat kerja antara
Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Tabanan dengan TAPD
Tabanan, Senin (6/8) kemarin,
di ruang rapat pleno DPRD Ta-
banan. Rapat dipimpin Ketua

DPRD yang juga Ketua Bang-

gar I Ketut Suryadi. Sementara
TAPD Pemkab Tabanan dip-
impin Sekda I Nyoman Wirna
Ariwangsa. ; %

Pada kesempatan tersebut,
Suryadi mempertanyakan tidak
tercapainya target pendapatan

daerah termasuk terjadinyade-

fisit yang mencapai Rp 41 mil-
iar. Terkait hal itu, Sekda Wirna
‘Ariwangsa menjelaskan, defisit
terjadi akibat potensi pendapa-

tan daerah turun. Pendapatan

dimaksud seperti BPHTB dan
pajak daerah lainnya. “Memang
terjadi penurunan target penda-

an seperti dari PHR karena

entinya operasioixél NBR
serta sektor lainnya,” katanya.
~ Sementara itu, Kepala
Bapelitbang I.B. Wirtamaja
‘mengatakan, untuk menu-
tupi defisit yang sebesar Rp
41 miliar, awalnya pihaknya
mengandalkan dana bantuan
provinsi sebesar Rp 10 miliar
dan dana dari BRSU Tabanan

; sebesaer}le mlha.rsehu'xgga

masih kurang sekitar Rp 18
miliar. Namun ternyata dana
dari BRSU Tabanan tidak bisa
dipakai untuk menutup defisit
tersebut, karena harus diguna-
kan untuk membeli obat. *Jadi
masih ada defisit sekitar Rp 31
miliar. Sementara dari pusat

~ sudah tidak ada lagi kucuran
dana,” katany:

Méndengaf hal tersebut,

- Suryadi meminta eksekutif

segera mencari jalan keluar.
Dia melihat banyak potensi
pendapatan yang masih bisa
dioptimalkan seperti dari DTW.
Dia juga mempertanyakan

~ kenapa target dari DTW juga

diturunkan. Padahal tarif su-
dah ditingkatkan, kemudian
kedatangan wisatawan relatif
sama. Apalagi ada rencana
penerapan e-billing untuk tiket
masuk. Bahkan dia mendesak
agar target tersebut dinaikkan
sesuai target awal. -

Hal senada disampaikan
Ketua Komisi ITI I Wayan Lara.
Menurut dia, dengan terjadinya
defisit, TAPD maupun OPD

‘penghasil harus kerja keras

untuk merealisasikan target
tersebut untuk membiayai pem-

_bangunan. “Semestinya dengan

“belum berizin.

 kondisi tersebut, OPD pengha-

sil kreatif dan inovatif mencari
terobosan untuk peningkatan

"PAD),” tegasnya.

~ Wayan Sudiana alias Gad-
ing juga melihat banyak po-
tensi pendapatan yang belum
tergarap maksimal seperti
dari sektor hotel dan restoran.
Padahal banyak usaha per-
hotelan termasuk vila dan
penginapan serta restoran
yang bisa menjadi objek pajak.
Apalagi ada aturan baru yang
memperbolehkan pemerintah
memungut pajak,inesﬁ@uatu

~ Terkait desakan tersebut,
Kepala Bakeuda I Dewa Ayu
Sri Budiarti mengatakan,
pihaknya meningkatkan tar-

 get pendapatan seperti semula

termasuk dari DTW yang se-

'mua sekitar Rp 6,5 miliar per

bulan menjadi sekitar Rp 10
miliar. Dengan demikian, ter-
jawab upaya untuk menutupl
deﬁsit. { s S |
Namun muncul persoalan
baru ketika Ketua DPRD Sury-
adi mempertanyakan soal
anggaran untuk p’eruba}nan
2018. Dia menilai, paling tidak
dibutuhkan dana sekitar Rp
20 miliar. Atas permintaan
tersebut eksekutif nampaknya
‘belum bisa menjawab secara
pasti. Muncul usulan untuk
rasionalisasi anggaran yang
ada, termasuk menunda pro-
gram yang sudah dibuat dan
dilaksanakan di tahun ang-

~_garan 2019. “Soal dana untuk
- perubahan akan kita bicara di

tingkat pimpinan. Mininal bisa
‘melakukan rasionalisasi. Ter-
penting, dalam waktu dekat
KUA dan PPAS harus segera
disepakati agar eksekutif bisa

© menyusun anggaran,” tegas-
~ nya. (kmb28) &
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Terkait Kasus Korupsi Perjalanan Dinas

Jaksa Eksekusi Winasa

di Rutan Negara

Negara (Bali Post) -

~ Putusan kasasi dari

Agung (MA) terkait kasus korupsi
perjalanan dinas (perdin) dengan
terpidana I Gede Winasa telah
diterima. Menindaklanjuti putusan
tersebut, Senin (6/8) kemarin Ke-
jaksaan Negeri (Kejari) Jembrana
m an eksekusi terhadap man-

tan Bupati Jembrana di Rumah
Tahanan (Rutan) Kelas ITB Negara.:

Winasa divonis 6 tahun pidana
penjara serta denda Rp 200 juta
subsider enam bulan. Selain itu
juga pidana tambahan mem-
bayar uang pengganti sebesar
Rp 797.554.800. Pelaksanaan
eksekusi yang dilakukan Jaksa

dari Kejari Jembrana Ni Wayan

Mearthi dan Ni Ketut Lili Sury-
anti itu sempat ditanggapi Winasa
dengan berdebat. ;

Saat disampaikan Jaksa un-
tuk melakukan eksekusi terkait
putusan kasus korupsi perdin,
Winasa langsung menjawab akan
melakukan peninjauan kembali
(PK). Winasa mengungkapkan
sejak kasus beasiswa Stikes dan
Stitna, di mana dirinya diganjar

- ' Sall Postlolo
- EKSEKUSI - Jaksa Pengadilan Negeri Jembrana saat melaku-~
- kan eksekusi terhadap mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa,

tujuh tahun penjara, ia belum
menerima putusan lengkap. Na- -
mun, sekarang sudah muncul lagi
putusan kasasi perdin yang juga
tidak ada putusan lengkap.

~ Petugas rutan akhirnya menen-
gahi perdebatan itu dan Winasa
akhirnya mau menandatangani.
Mearthi menegaskan tujuan Jak-
sa datang ini untuk eksekusi

-putusan MA terkait kasus per-

jalanan dinas. Kasus korupsi
perdin ini saat awal disidangkan

~di Pengadilan Tipikor Denpasar

diputus 4 tahun pidana penjara
dan denda Rp 200 juta subsider 6
bulan kurungan. 7

Lantas di tingkat banding,

" pengadilan tinggi putusan men-

guatkan putusan sebelumnya.
Putusan ini lebih ringan 3 tahun
dari tuntutan JPU, yakni 7 tahun

 penjara. Lalu ditempuh upaya
- hukum kasasi. Namun di tingkat

MA, hukuman Winasa justru ber-
tambah menjadi selama 6 tahun
penjara. Sebelum kasus perdin ini,
‘Winasa juga menjalani hukuman
kasus korupsi Stikes dan Stitna

~ dengan vonis 7 tahun.(kmb26)

di Rutan Negara, Senin (6/8) kemarin. Winasa dieksekusi terkait
kasus korupsi perjalanan dinas dengan hukuman enam tahun

__penjara. , ’
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‘Kasus Dugaan Korupsi Biogas
aluzian Negara
Capai Rp 792 Juta

Semarapura (Bali Post) - e : i n¥et e
_ Kasus dugaan korupsi proyek biogas di Nusa Penida terus
diusut Kejaksanaan Negeri (Kejari) Klungkung. Hasil penghi-
tungan kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- yang cukup lama ditunggu, akhirnya telah turun. Besarannya
mencapai Rp 792.912.654, mendekati nilai proyek Rp 890 juta.
Hal tersebut diakui Kasi Pidana Khusus Kejari Klungkung I
Kadek Wira Atmaja saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat
(3/8) kemarin. i : .
Hasil penghitungan kerugian resmi diterima 20 Juli lalu.
Hal tersebut diduga muncul akibat adanya pengurangan spek
proyek. Saat Kasi Pidsus dijabat Meyer Volmar Simanjuntak
menyebutkan sudah ada nama calon tersangka dalam kasus
ini, lebih dari satu orang. Namun, Atmaja belum bisa mengung-
kapkan hal itu. Sebab, ia mengaku belum sebulan menjabat. Ta
mengaku akan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- “BAP sudah ada. Kita akan pelajari dulu. Mana yang kurang,
itu akan dlengkapi lagi. Dalam waktu dekat, kita akan ekspos
perkara bersama tim,” jelasnya didampingi salah satu penyidik,
Cokorda Agung Indrasunu.. .

_ Pejabat asal Denpasar ini menyatakan sejak penyelidikan
dimulai dari akhir 2016, sejumlah pihak telah diperiksa, mulai
dari pejabat pemkab selaku pengguna anggaran, pelaksana
proyek, penerima bantuan hingga konsultan perencanaan dan
pengawas. “Sudah banyak yang diperiksa,” sebutnya seraya me-
negaskan pengusutan kasus ini terus berlanjut hingga tuntas.

tersebar di Desa Kutampi Kaler, Sakti, dan Klumpu denga
sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemeni
rian Energi Sumber Daya Mineral, ditambah sepuluh persc
dana pendampingan dari APBD Klungkung. Sesuai has
pengecekan dari 40 titik, yang dikerja-
kan hanya 38 titik dan seluruhnya &
mangkrak. Sementara sisanya lagi ¢
dua titik laporannya dibuat fiktif.
Proyek yang berjalan tahun 2014

itu dikelola Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintahan Desa

dan Keluarga Berencana (KB)

yang kini menjadi Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan
KB. (kmb45)
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